
SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 27 TAHIJN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022TENTANG PEMBERI,AN TAMBAHAN PENCTIESiL TV KEPADA PEGAWAIAPARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat : 1. fasar 1g ayat .(6) undang-_undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945:

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa perat-uran Bupati Nomor 12 Tahun zo22tentang pemberian Timbahan penghas'an kepada
fegawai Apq"3T Sipil Negara, sudah tidak sesuaidengan kondisi-.dan perk"rilb"tg"" tr"r."*- saat ini,sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebngaimanadirnaksud dalam !u*l a, perlu meietapk*., p"r"t.,."r,
Bupati tentang perubahan Atas peraturan BupatiNomor 12 Tahun 2022 tentar.rg pernberian TambahanPenghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun lg5g tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II daral wilayahDaerah-daerah Tingkat I Bari, N.ro t"ttggr" Baratdan Nusa Tenggara Timur (Lembaril Negara, Republik Indonesia Tahun r95g Nomor tC2,-rarnbahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomoi 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentangPembentukan peraturan perundang_undangan
(Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2orlNomor 82, Tambahan l.embaran fV.ga; RepublikIndonesia Nomor s234] sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2}lgtentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 12Tahun 2or1 tentang pembintukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2oLg Nomor 1g"3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639g); r



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2Q22 tentang
Hubungan Keuangan Anta-ra Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan l-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ZZ Tahun 2O20
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor lZ8l):

9. Peraturan Bupa.ti Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan penghasilan kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2O22 Nomor l2l;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SI PIL NEGARA.

.t.

6.

7.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan penghasilan
Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 12) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut : r



1. Ketentuan Pasat 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

{1)

Pasal 10

Absensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
huruf a dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari
senin sampai dengan hari jumat.

Hari dan jam kerja sefongaimana dimaksud pada
ayat (1), dikecualikan pada ASN yang memiliki
tugas khusus dengan pengaturan jam kerja
tersendiri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jam ke{a pada
hari kerj" ssgagaimana dimaksud pada 

"y"t 1fy
1"r fVat (21 ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pengurangan Tpp berdasarkan absensi
sebagaimana dimaksud pada ayat {Udiberlakukan kepada:

a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan
be{alan, maka diberikan pengurangan Tpp:
1. sebesar Jo/o (tiga persen) dari Tpp beban

kerja pagu harian untuk setiap 1 {satu} h;
tidak masuk kerja; dan

2. galing banyak sebesar loff/o (seratus persen)dari Tpp beban kerja untuk riap f ioi"fbulan tidak masuk ke{a.

b.$ry 
_yang terlambat masuk keq.a pada bulanberjalan, maka diberikan pengurangan Tppbeban kerja pagu harian sebagai berikut:

lSI V"lg pulang kerja sebelum waktunya pada
P11*,berjalan, dib;rikan pengurangan Tppbeban kerja pagu harian *eUag.i berikut:

t2l

{3}

(4)

KETERLAMB
ATAN (TL)

LAMA KEiERI"AMBMV PERSENTASE
PENGURANG

ANTL1 t menrt s.d.<31 menit o,5o/o

TL2 gt menit s.d.<61 menit fh
TL3 bt menit s.d.<91 menit I.25o/o

TL4 >9 L menit dan
mengisi daftar hadir
masuk keria.......'...<

1,,1Vo

c.

J



PULANG
SEBELUM

WAKTU
{PSW)

LAMA MENINGGALKAN
PEKER.IAAN SEBELUM

WAKTLINYA

PERSENTA
SE

PENGURA
NGAN

PSWl 1 menit s.d.<31 menit o,5o/o

PSW 2 31 menit s.d.<61 menit lo/o

PSW 3 61 menit s.d.<91 menit 1.25o/o

PSW 4 >9l- menit dan mengisi
daftar hadir pulang
kantor

1,55o/o

tsl Dalam hal ASN tidak masuk ke{a karena sakit atau
cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
dengan menyampaikan alasan atau bukti
pendukung yang sah, maka tidak dikenakan
pengurangan TPP.

t6) Alasan atau bukti pendukung yang salt
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat
keterangan sakit atau surat cuti dari pejabat yang

berwenang.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 13

(1) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin ke{a
*"f"S"i*da dimaksud dalam Pasal L2 ayat (3) dan

"y"tjAf 
untuk bulan Januari sampai dengan bulan

na"t i ZAZZ dilaksanakan secara manual dan untuk
f"f"tt selanjutnya dilaksanakan melalui sistem

elektronik.

Datam hal penilaian produktivitas kerja dan disiplin

tA; {absensi} dengan sistem-elektronik mengalami

t";d"l" teknis *"t * pelaksanaan penilaian

dilaksanakan secara manual sampai dengan

tertanganinya kendala tekreis dimaksud'

(3) Ketentuan lebih laqiut mengenai sis!9lr,n elektronik, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan

dengan KePutusan BuPati'

{4} Setiap ASN harus melaporkan - 
pelaksanaan

tugasnya secara elektronik untuk mendapat

p"iif"i"" dari pejabat penilai paling lambat tanggal

5 [ima) bulan berikutrYa'

(5) Penilaian dari pejabat penilai - sebagarmana

dimaksud pada ayat (3) paling lambat dalam 5

{lima} hari keria-

t2l



Dalam hal pejabat penilai berhalangan, penilaian
menjadi tugas atasan pejabat Frenilei dan berlaku
be{enjang ke atas.

Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dikarenakan sakit, cuti dan alasan lainnya sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berLaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan diJvlangupura
Mei 2O22

GIRI PRASTA

(6)

(71

SE

Diundangkan di Mangupura
padatanggal 27 Mei2O22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

UPATEN BADUNG,

ADI ARNAWA

KABUPATEN BADUNC TAHUN 2022 NOMOR 27

{6
\,*\

SETDA

Anak A[uns Gde Asteva Yudh
NrP. 19720510 199903 1 008

Setda. KabuoatdD Badu


